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Motto : "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shoiat 
menjadi pembentukmu (untuk mencapat cita-citamu karena 
sabar dan'shola/ Uu menenangkun jiwa^ meneiapkan dirk 
menjadi benteng dari berbuat salah, dan selatu mendorong 
berbuat baik) sesungguhnya Allah beseria (mendapingi) orang' 
orang yang sabar^ (Q^. AL BAQOROH: 153) 

Kupenembahkan untidc; 

> Kedua orangtuaku yang senantiasa 

mendo'akan dan mengtiarapkan 

keberhasilanku 

> Saudara-saudaraku serta seluruh 

kekiargaku 

> Sahabat-sahabat terbaikku 

> Alamamaterku. 
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ABSTRAK 

Adapun pcrmasalahan di dalam skripsi ini adaiah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa 

bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ? 
2. Apakah akibal hukum apabila .salah satu pihak mengingkari perjanjian 

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ? 

Selaras dengan tujuan yang betmaksud menelusuri prinsip-prinsip 
hukum. terutama yang bcrsangkutan dengan kedudukan perjanjian Arbitrase 
daiam penyelesaian sengketa bisnis, maka jenis penelitiannya adaiah penclitian 
hukum normatif yang bcrsifat i/e5Fb"i/7ri/menggambarkan dan lidak bermaksud 
untuk menguji bipotesis. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penclitian kepuslakaan dalam rangka 
mendapatkan data sekundcr dengan cara menyusun kerangka teoritis dan 
konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti : 

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan 
perundang-undangan yang relevan 

b. bahan hukum sekundcr, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya 

Teknik pcngolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan mctode analisis isi { 
content anaiisys ) terhadap data tekstular unmtuk selanjutnya dikonslruksikan ke 
dalam suatu kesimpulan. 

Berda.sarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkul paul 
dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kedudukan perjanjian arbitrase adaiah sebagai syarat dari para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrasc, karena hal tersebut 
merupakan pilihan para pihak dalam mcngadakan perjanjian atau kontrak. 
dan dituangkan dalam salah satu pasal perjanjian yang mereka sepakati. 
Hal ini scjalan dengan ketcntuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

2. akibat hukum apabila salah salu pihak mengingkari perjanjiaR AtbUrilP ' 
daiam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase bagi kcdua belah pihak, apabila terjadi 
sengkela, maka kasus tersebut belum dapal langsung ke pengadilan 
scbelum diselesaikan melalui proses arbilrasc. 
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BAH I 

I'ENDAHULUAN 

A. Liitar Bdakang 

Selama iwrkeiiibaTigannya Hukum Perjanjian Indonesia mcngalami 

penibalian, anlara lain sebagai akibat dari kepulusan badan legislative dan 

eksekutif serta pengaruh dari globalisasi, Dalam era glohalisasi ini pemhakuan 

syarat-syarat perjanjian mempakaii mode y ang lidak dapal diliindari, Bagi para 

pengusaha miingkin ini merupakan cara mencapai lujuan ekonomi yang 

ctlsien, praktis dan cepat lidnk betele-tele. Tetapi bagi konsumen Justru 

merupakan pilihan yang tidak mengurilutigkan karena hanya dihadapkan pada 

suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hali. Menghadapi siluasi 

seinacam ini lentunya pemerintah tidak tinggal diam. tetapi bergantung juga 

pada sistem ekonomi yang berlaku di setiap Negara yang lidak sclalu sama. 

Perjanjian baku adaiah satu wujud dari kehebasan Individu pengusaha 

menyatakan kehendak dalam mcnjalankan perusahaannya. Setiap indivdu 

bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan 

merugikan piliak lain. " 

Ciolongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan 

golongan ekonomi leniah yang umumnya adaiah konsumen hiasa. Setetah 

tejadi revolusi industri di liropa Baral pada abad ke 19. kebutuhan perjanjian 

" AWulkadir Muhammad. 2iKII, I'erjiinjUm Itaku Diiliim Hraklek I'mmaan 
I'eritiif'iirigiiii. 1' I . Citra Adiiya Bakli. Hondung, him.3. 
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baku makin berkcmbang. Jumlah transaksi pcrdagangan makin mcningkat, 

konscntrasi modal makin bcsar, sehingga penggunaan kontrak-konlrak baku 

makin mendcsak. Pada abad kc 20 pembakuan syarat-syaral perjanjian makin 

meluas. Terjadilah pcnumpukan modal besar pada kclompok golongan 

ekonomi kuat yang disebut kapitalis. 

Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha produsen, 

pengusaha pcnyedia jasa yang mcnawarkan produksi atau jasa, mercka kepada 

masyarakat konsumen. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu 

berada pada posis! kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya 

berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu : 

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan 
kcpadanya, setuju perjanjian dengan syarat-syarat baku yang 
disodorkan oleh pengusaha; atau 

2. Jika kon.sumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang 
ditawarkan ilu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha 
yang bcrsangkutan. 
Singkatnya, jika konsumen membutuhkan silahkan ambil, atau jika 
keberatan tinggalkan saja.̂ ' 

Dalam masyarakat kapitalis sudah lumrah jika pengusaha besar 

mengendalikan pcrekonomian masyarakat dengan mcnjual produk atau jasa 

yang dihasilkannya berdasarkan model-model peijanjian yang mcngandung 

syarat-syarat yang menguntungkan pihaknya. Syarat-syarat peijanjian yang 

mereka buat dan sodorkan kepada konsumen umumnya kurang mencerminkan 

rasa keadilan karena konsumen tidak berhak menawar syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh pengusaha. 

'Ibid., him. 3. 
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Perjanjian baku dilerima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan 
model perjanjian tidak hanya di Negara-negara maju. melainkan juga di 
Ncgara-ncgara berkcmbang sebagai dasar penerapan prinsip ektmomi, 
yaitu dengan usaha sedikit mungkin, daiam waktu scsingkat mungkin, 
dengan biaya scringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, 
mcmperolch keunlungan scbcsar mungkin.''' 

Dalam hubungan hukum anlara scsama pengusaha, perjanjian baku 

hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada 

prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat 

dalam mclayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum anlara pengusaha 

dari konsumen biasa justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan 

konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan 

sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala 

akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan 

konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen dihadapkan pada satu 

pilihan, yaitu menerima dengan berat hati. 

Perjanjian atau kontrak tersebut lazimnya dibual secara tertulis oleh 

para pihak yang mengadakannya. bahkan lidak jarang hal tersebut dituangkan 

daliim akla autenlik yang dibuat oleh notaris selaku pejabal umum yang 

berwenang untuk membuat akta aulentik dan kcwenangan lainnya sebagaima 

dimaksud dalam Dndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang .labatan 

Notaris. Hal tersebut tentunya berguna bagi para pihak untuk saling 

meyakinkan atas perjanian yang mereka buat, benar-benar dapat dilaksanakan 

Mariam, Darus, 2003, Aneka Hukum Bisnis, Aiumni, Bandung, hlm.1 4. 
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tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tcrluang dl dalam akta 

aulentik tersebut. 

Kepastian. ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, 

bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memcrlukan adanya 

alal bukti yang mcncntukan dengan jenis hak dan kewajiban sescorang sebagai 

subyek hukum dalam masyarakal. Untuk menjamin kepastian. ketertiban, dan 

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat aulentik 

mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan 

melalui jabalan tertentu. 

Pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara 

perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana 

caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan 

alas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi hams dengan 

cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga 

bahwa hukum acara perdata adaiah peraturan hukum yang menentukan 

bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan pcradilan. 

Arbitrase adaiah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasc yang dibual 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengkcta.** 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Altematif Penyelesaian Sengketa merumuskan pengertian perjanjian arbitrase 

adaiah suatu kesepakatan bempa klausula arbitrasc yang tcrcantum dalam 

Munir Tuady, 2000, Arbitrasc Nasional (Altematif Penyelesaian Sengketa Bisnis), 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 16. 



BAB III : PEMBAHASAN 

A. Kedudukan perjanjian Arbitrasc dalam penyelesaian 

sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 

19W tcnlang Arbitrase 

B. Akibat hukum apabila saJah satu pihak mengingkari 

perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis 

menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tcntang 

Arbitrase 

BAB IV : P E N i m i P 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

I.AMPIRAN 
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suatu perjanjiiui Icrlulis uiiig dihiial para pihak sebckiin linihul scngkeui. alau 

sualu perjaiijiiin urhiirasc iciscndii i yang dibual para pihak .sciclali limbuliiya 

sengkela. 

Dengan demikian. perianiian arbitrase tinibul karena adanya 

kesepakatan secara teriuli- dari pira pihak untuk menyerahkan penyelesaian 

sualu sengketa atau perselisihan perdata kepada leinhaga arbitrase. Dalam 

kesepakatan tersebut dapat dimiial puta pilihan hukum yung kan dlgunkaan 

unluk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut. 

llerdusarkan uraian di alas, maka penulis lerlaiik unluk 

mengkaji dan menganalisis hal yang menyangkul paul dengan kedudukan 

perjanjian arbitrase dalam peiiyelesiiian sengketa bisnis. untuk maksud 

tersebut sclauiiiinya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudiil : 

KEDUDUKAN PERJANJIAN ARUII RASli DAIAM I'INYEI.ESAIAN 

S E N t i K E I A lilSNES M E N U R U I UNUANG-UNDANCi NOMOR .10 

T A H U N 10901 EiNTANG A R R l T R A S r : . 

n. Perniasiilahaii 

Adapun yang menjadi peimasiilahan dalam skripsi ini adaiah sebagai 

berikut: 

E Bagaimana kedudukan iKfjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa 

bisnis menurut I hidang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang arbitrase? 

2. Apakah akibal hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian 

arbitrase dniam penyelesaian sengketa bisnis metutriu Undang-Undang 

Nomor .10 Tahurt 1900 tentang arbitrase? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistcmatis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas. maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penclitian ini yang bersangkul paut dengan kedudukan perjanjian 

Arbitrase dalatn pcnyclesaian sengketa bisnis. 

Tujuan Penclitian adaiah unluk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang ; 

1. Kedudukan peijanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis 

menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

2. Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari peijanjian Arbitrase 

dalam penyelesaian sengkela bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Lahun 

1999 tentang Arbitrase 

D. Metode Penclitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

bukum, terutama yang bcrsangkutan dengan kedudukan perjanjian Arbitrase 

daiam ficnyelesaian sengketa bisnis, maka jenis penelitiannya adaiah penclitian 

hukum normatiryang bersifat de.skriplif mcnggdmhaikan dan lidak bermaksud 

untuk menguji bipotesis. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penclitian kepuslakaan 

dalam rangka mendapatkan data sekundcr dengan cara menyusun kerangka 

teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti : 

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan 

perundang-undangan yang relevan 



7 

b. bahan hukum sckunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-

teori, pendapat para ahh dan sebagainya yang ada relevansinya 

Teknik jjcngolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan melode 

analisis isi ( confcnl anaiisys ) lerhadap dala lekstular unmluk selanjutnya 

dikonslruksikan ke dalam suatu kesimpulan. 

E . Sistematika Penulisan 

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Mctode Penelitian. serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab 11, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian. yaitu : Pengertian Pelaku usaha, 

Altematif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Pengertian Arbitrase, Mekanisme 

Pemcriksaan Melalui Arbitrase 

Bab 111, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan 

perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Akibat hukum apabila salah 

satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengkela 

bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran. 





BAB 11 

TINJAUAN i'USTAKA 

A. i'ciigvrliai) IVIaku INalia 

Prinsip dan tanggung jawa konsumen. Scbelum adanya tiak perlama-

lania kedua belah pihak anlara konsumen dan pelaku usaha mcngadakan 

kesepakatan atau perjanjian berupa lisan mengenai "harga barang" sualu 

produk dari pelaku usah. Selanjulnya dalam perjanjian yang dibual secara llsik 

yang icrdapal dalam kclcntuan vang menyatakan bahwa perjanjian sah terjadi 

pada ketenluan pasal 3?() Kl dlPPcrdala dan pasal 13338 ayat (!) KlillP 

Perdata dilegaskan lagi hahwa setiap pei;janjian yang telah dibual sah adaiah 

ineiigikat para pihak yang meinhualnya berupa undang-iiiidang sebagai 

pedoman antara kedua bela pihak 

Perseliijiian juga lidak dapal ditarik kembali alau dibatalkaii oleh salah 

satu pihak dalam perjanjian. kcsuali jika hal tersebut memang dikehendaki 

seaera berstima oleh kcdua belah pihak. alau berdasarkan alasan yang dianggap 

cukup oleh hukum yung bertanggung jawab. 

Unluk ilu sepakat merupakan persyaratan unluk lahimya suatu 

perjanjian tidak boleh ada suatu paksaan. kekhilafan dan penipuan. maka 

dengan demikian sepakat ilu harus herdasarkan kesepakatan anlara pihak. 

8 
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dibebankan otch sipctanggung hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip 

dan tanggung jawab dalam hukum dapat dibebankan sebagai berikut: 

1. Kesalahan {liahilily based on fault). 

2. Praduga selalu bertanggung jawab {pre.sumption of Ubilily). 

3. Praduga selalu tiduk bertanggung jawab (presumption of nonliability). 

4. Tanggung jawab mutlak (strict liability). 

5. Pembalas tanggung jawab (limitation of libility)!'^ 

Dalam hukum perlindungan konsumen menyangkul adanya perbedaan 

lerhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang terdapat dalam 

pasal 1365,1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Dalam pasal 

1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata perinsip yang menyatakan sescorang baru 

dapat diminla pertanggun^awabanya secara hukum jika ada unsur kesalahan 

yang dilakukannya. 

Pasal 1365 : 

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugaian pada 

seorang lain, mewajibakan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mcngganti kerugian tersebut". 

Pasal 1366 : 

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbualannya, tetapi juga untuk kcrugian yang discbabkan 

kelainan atau kurang kebati-hatinya". 

Pasal 1367 : 

Mini Ahmadi, Sutarman Yodo, 2009, Hukum Pertindungan Konsumen, Raja Gratlka 
Persada, Jakarta, him. 59 
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"Seorang lidak saja bertanggung jawab untuk kcrugian yang disebabkan 

perbualannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh 

barang-barang yang berada dibawah pengawasannya". 

Dari uraian diatas menjelaskan apabila pelanggaran hukum yang 

berkaitan dengan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha maka 

diwajibkan unluk sipelaku usaha mengganti kerugian tersebut apabila 

terjadinya cacat yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen, 

karena cacat demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, 

kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Suatu produk dapat dinyatakan cacat 

(tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena ; 

1. Cacat produk. 

2. Cacat desain. 

3. Cacal peringatan atau cacat instruksi. 

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa : 

"Adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-

satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini berarti 

dasar tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami 

konsumen". 

Kesalahan atau kelalaian dan merugikan orang lain merupakan unsur 

terpenling yang berlenlangan dengan hukum, kepatutan dan Juga kesusilaan 

dalam masyarakat. 

Ibid, him. 126. 



Menurut Undang-Undang No. 8 lahun 1999 Pasal 19 angka (1) 

tcnlang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dijelaskan scbagai berikut : "Pelaku 

usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran 

dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan". 

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukannya konsumen sangal 

lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk mclindungi dan 

meningkatkan kedudukan konsumen adaiah dengan menerapkan prinsip 

tanggung Jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. *̂ 

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung Jawab mutlak diharapkan 

pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk 

yang dihasilkannya. sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga 

akan sangal besar resiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih 

berhati-hati dalam memproduksi sebelum dilempar ke pasaran sehingga para 

konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu lagi membcli 

produk-produk Indonesia, karena perlindungan hukum terhadap konsumen 

telah jelas dan dilindungi oleh aspek-aspck hukum perdata maupun publik. 

B. Alternatif Pcnyclesaian Sengketa Bisnis 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang 

Altematif Penyelesaian Sengketa merumuskan pengertian perjanjian arbitrase 

adaiah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam 

" Praselijo Ristiyanti, John J. O, I. Ihalauw, 2007, Perilaku Konsumen, Andi, 
Yogyakarta, him 42. 
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suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak scbelum timbul sengketa, alau 

suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setclah timbulnya 

sengketa. 

Dengan demikian, perjanian arbitrase timbul karena adanya 

kcscpakatan secara lertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian 

suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembata arbitrase. Dalam 

kesepakatan tersebut dapat dimuat pula pilihan hokum yang akan digunakan 

untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut. 

Proses arbitrase diawali dengan penyampaian surat tuntulan oleh 

pemohon, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan 

bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, 

pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis 

arbitrase. Surat tuntutan harus diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. Identitas para pihak, yakni nama Icngkap dan tempat tinggal alau 

tempat kedudukan para pihak; 

b. Uraian singkal tentang sengketa atau dududuk sengketa, disertai 

dengan lampiran bukti-bukti, seperti salinan peijanjian arbitrase. 

c. Isi tuntutan yang jelas, apabila isi tuntutan itu berupa uang, maka 

harus disebutkan jumlahnya yang pasti. 

Segera setelah menerima sural tuntutan dari pemohon, arbiter atau 

ketua majelis arbitrasc akan menyanmpaikan satu salinan tuntuan tersebut 

kepada lermohon. Penyampaian sural luntutan tdi dengan disertai perintah 
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c. Isi liintiiianyang joLT- apabila isi luntutan itu bcmpa uang. maka 

harus disebutkan julahnya yang past). 

Segera setelah menerima sural luntutan dari pemohon. arbiter atau 

kurtua majelis arbitrase akan menyampaikan satu salinan unluk tersebut kepada 

pemohon. Penyampaian sural luntutan ladi dengan disertai perintah hahwa 

lermohon harus menanggapi dan memberikan jawabannnya sexara lertulis 

dalam waktu paling lama 14 (cntpat belas) hari terhiung sejak ditcrimanya 

salinan luntutan oleh terniohtrn. Sebagaimana proses pcradilan, ada sidang 

pertama arbiter mcngusahakan Jan mciigusulkati agar para pihak yang 

bersengkcta mengadakan perdmnaian. 

Apahiia lermohon inenjawab surat tuntutan pemohon tersebut, maka 

segera arbiter unluk menyerahkan salinan jawaban tersebut kepada pemohon, 

Bersamaan dengan ilu arbiter memerintahkan kepada para pihak atau kuasanya 

untuk menghadap di muka sidang arhrilase vang ditetapkan paling lama 14 

(empat belas) hari terhitung miilai dikcluarkannya perintah pemanggilan itu. 

Seala pemeriksaun pokok sengketa arhritase dilakukan. para pihak 

dalam jangka waktu Icrlenlu yang ditetapkan oleh arbiter diberi kesempatan 

menjelaskan secara lertulis tentang pendirian masing-masing discrtaoi dengan 

pcngajuan bukti-bukti yang dianggap perlii untuk mengualkan pendirianiiya. 

Arbiter berhak meminta kepada pihak untuk mengajukan penjelasan lambahan 

sceura lertulis, dokumen alau bukti lainnya yang dianggap perlii dalam jangka 

waktu yang ditentukan oleh arbiter. 
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Setelah arbiter atau majelis arbilrose sclesai menicriksa sengketa 

arbitrase. maka ia akan rtieiijaiuhkan pulusan arbitrase guiia mengakiiiri 

sengketa arbilrasc yang tlipcriksa. juga arbiter dapal mcmcrikan pendapat 

arbiter. 

Pada dasarnya putusan arbitrase harus dilaksanaan secara sukarela 

oleh para pihak, jika para pihak tidak ineiaksanakannya secara sukarela. maka 

pulusan arbitrase icrsehut dilaksanakan secara tcrpaksa, yaitu dengan eara 

harus dideponir dulu dalam akta pendaplaran puusan arhilrase nasional 

tersebut dalam waktu 30 (tiga piiliih) hari terhitung sejak tatiggal putusan 

diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan deponir lerhadap 

putu.san arbitrase nasional lidak terperiiihl. maka berakibal putusan arbitra,se 

nasional yang bcrsangkutan lidak dapat dilaksanakan. 

Karena berbagai keleinalian yang jtielekat pada badan pcgadilan dalam 

menyelesaikan sengketa. baik keleinahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak. 

Maka banyak kalangan yang tngin mcncari cara lain atau rnslittisi lain dalam 

menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan seperti arbitrase, 

mesklpim arbitrase bukan satii-satunya julan unluk menyelesaikan sengkela 

di luar pengadilan mi.salnya mclalui mediasi/negoisasi. badan penuitus 

administrasi. pmbudsman, internal tribunal. 

Penyelesaian sengkela altematif mempunyai kadar kelerikatan kepada 

aluran main yang bervariasi dari yang paling baku dalam mcnjalankan aluran 

main sampai kepada yang paling reiaks, l aklor-laktor penling yang berkaitan 
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dengan pclaksanaan kerja penyelcsai sengketa altematif juga mempunyai 

kadar yang berbcda-bcda, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para 
pihak sendiri yang tampil; 

2. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternative 
tertentu wajib dilakukan oleh para pihak alau hanya bersifat 
sukarela; 

3. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri alau oleh pihak 
kctiga; 

4. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adaiah aturan hukum 
atau ada kriteria tain; 

5. Apakah pulusan dapat dicksckusi secara hukum atau tidak."** 

Tidak semua model penyelesaian sengketa altematif baik unluk para 

pihak yang bersengkcta. Suatu penyelesaian sengketa altematif yang baik 

setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Haruslah efisien dari segi waktu; 
2. I larusiah hcmat biaya; 
3. Haruslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya 

jangan terlalu jauh; 
4. Haruslah mclindungi hak-hak dari para pihak yang bersengkcta; 
5. Haruslah dapat mcnghasilkan pulusan yang adil dan jujur; 
6. Badan alau orang yang memyelesaikan sengketa haruslah 

tcrpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang 
bersengkela; 

7. Putusannya haruslah final dan mcngikat; 
8. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dicksekusi; 
9. Putusannya haruslah sesuai dengan pera.saan keadilan dari 

komunili dimana penyelesaian sengketa altematif tersebut terdapat. 

Selain itu banyak faklor yang bersifat psikologis yang seringkali 

merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan Icwat penyelesaian 

perkara altematif, antara lain: 

1. Para pihak hanya memikirkan kepcnlingannya sendiri; 

Ibid., him. 3. 
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2. Tujuan utama dari para pihak adaiah untuk memenangkan perkara, 
sehingga tidak begitu tertarik terhadap proses yang berorientasi 
kepada perjanjian; 

3. Pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk 
memaksa pihak lawan menyerah; 

4. Adanya sikap untuk mcnutup-nutupi masalah yang sebenamya; 
5. Adanya gejala untuk memboikot proses negosiasi; 
6. Adanya kemauan untuk hanya mengikuli putusan yang 

dikchendakinya sendiri. "* 

Secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Altematif dapat 

digolongkan ke dalam: 

1. bcrdasarkjm pada sifat kctcrlibatan pihak ketiga yang menangani 

proses Penyelesaian Sengketa Altematif tersebut, pranata 

Penyelesaian Sengketa dibedakan kc dalam: 

a. mediasi, adaiah suatu proses Penyelesaian Sengketa 
Alternatif di mana pihak ketiga yang diminlakan bantuannya 
untuk membangun proses penyelesaian sengketa bersifat 
pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk 
memberikan suatu masukan, terlcbih lagi untuk memutuskan 
perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya 
berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang 
bersengkcta. Perantaraan yang demikian kadang kala 
memang diperlukan, balk dalam hal para pihak yang 
bersengkcta tidak mungkin untuk bertcmu sendiri karena 
berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mercka, 
ataupun karena kedua belah pihak "intentionally" memang 
tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, mcskipun 
mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki. Jadi dalam 
hal ini sangat jelas bahwa has!! akhir pranata penyelesaian 
sengketa altematif dalam bentuk mediasi ini tunduk 
sepenuhnya pada kesepakatan para pihak. 

b. konsiliasi, adaiah suatu proses Penyelesaian Sengketa 
Alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, 
dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk 
menyelesaikan sengketa adaiah sescorang yang secara 
profesional sudah dapat dibuktikan kchandalannya. 
Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang 
cukup berarti, oleh karena konsiliator berkewajiban untuk 

hlm4 
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menyampaikan pcndapalnya mengenai duduk persoalan dari 
masalah atau snegketa yang dihadapi, bagaimana cara 
penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara 
penyelesaian yang terbaik. apa kcuntungan dan kcrugian bagi 
para pihak, serta akibat hukumnya. Mcskipun konsiliator 
memiliki hak dan kcwenangan untuk menyampaikan 
pcndapalnya secara tcrbuka dan tidak memihak kepada salah 
salu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk 
membuat pulusan dalam sengkela untuk dan atas nama para 
pihak. Jadi dalam hal inipun sebenamya konsiliator pasif 
terhadap pulusan yang akan diambil atau hasil akhir proses 
konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini 
akan diambil sepenuhnya oleb para pihak dalam sengketa 
yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan dianlara mereka. 

c. Arbitrase, merupakan sualu bentuk penyelesaian sengketa 
altematif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu 
atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter. Di sini 
seorang arbiter berpcran sangat aktif scbagaimana halnya 
seorang hakim, la, dalam hal arbiter tunggal, maupun majelis 
arbitrase berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang 
disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak, 
menurut kesepakatan yang telah tercapai diantara para pihak 
yang bersengkcta pada satu si.si dan arbiter itu sendiri pada 
pihak lain. Arbiter hamslah indcpenden dalam segala hal, 

2. berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses 
Penyelesaian Sengketa Altematif tersebut: 
a. mediasi; 
b. konsiliasi; 
c. arbitrase. 

3. berdasarkan pada sifat kelembagaannya: 
a. lembaga ad hoc, yang dibentuk secara khusus untuk 

menangani sualu sengkela tertentu. Lembaga ini tidak bersifat 
permanen, dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa 
yang diserahkan untuk diminlakan penyelcsaiannya, baik 
dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, telah 
diselesaikan atau dalam hal lain yang dikehendaki oleh para 
pihak yang mcngangkat para mediator, konsiliator atau 
arbiter dan mcmbentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc 
ini seringkali ditemukan dalam proses mediasi, mcskipun 
tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi 
maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini. 

b. Institusi Penyelesaian Sengketa Altematif. Sesuai dengan 
namanya lembaga ini adaiah suatu institusi permanen, yang 
memiliki aturan main yang telah baku, Setiap pihak yang 
ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa 
yang dihadapi oleh mercka haruslah tunduk sepenuhnya pada 
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aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan 
sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adaiah 
Badan Arbitrasc Nasional Indonesia (BANI). 

4. berdasarkan pada ada atau tidaknya unsur asing alau luar 
negeri dikenal adanya Penyelcsian Sengketa Nasional dan 
Penyclesian Sengketa Intemasional (A.sing). Dikatakan 
intemasional atau asing karena proses penyelesaian sengketa 
ini mcngandung unsur luar negeri (asing)nya, khususnya 
yang berhubungan dengan tempat di mana proses 
penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan. 

C. Pengertian Arbitrase 

Penyelesaian sengketa altematif mempunyai kadar keterikalan kepada 

aturan main yang bervariasi dari yang paling baku dalam mcnjalankan aturan 

main sampai kepada yang paling reiaks. Faktor-faktor penling yang berkaitan 

dengan pclaksanaan kerja penyelesaian sengketa altematif juga mempunyai 

kadar yang bcrbcda-beda, yaitu sebagai berikut: 

6. Apakah para pihak dapal diwakili oleh pengacaranya atau para pihak 
sendiri yang tampil: 

7. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa altemalive tertentu wajib 
dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela; 

8. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga; 
9. Apakah dasar untuk menjatuhkan putu.san adaiah aturan hukum atau ada 

kriteria lain; 

10. Apakah putusan dapat dieksckusi secara hukum alau tidak. 

Tidak semua model penyelesaian sengketa altematif baik unluk para 

pihak yang bersengkela. Sualu penyelesaian sengketa altematif yang baik 

setidak-tidaknya hamslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

10. Haruslah efisien dari segi waktu; 
11. Haruslah hemat biaya; 

"Hbid. him U 
Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Dagang, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

him 154. 
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12. Haruslah dapat diakses olch para pihak. Misalnya tcmpatnya jangan terlalu 
jauh; 

13. Haruslah mclindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa; 
14. Haruslah dapat mcnghasilkan putusan yang adil dan jujur; 
15. Badan atau orang yang memyelesaikan sengketa haruslah tcrpercaya di 

mata masyarakat dan di mala para pihak yang bersengketa; 
16. Putusannya haruslah final dan mengikat; 
17. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksckusi; 
18. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunili 

dimana penyelesaian sengketa altematif tersebut terdapat.'*' 

Selain itu banyak faktor yang bersifat psikologis yang seringkali 

merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan lewat penyelesaian 

perkara altematif, antara lain: 

7. Para pihak hanya memikirkan kepentingannya sendiri; 
8. Tujuan utama dari para pihak adaiah untuk memenangkan perkara, 

sehingga tidak begitu tertarik terhadap proses yang berorientasi kepada 
perjanjian; 

9. Pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatarmya untuk 
memaksa pihak lawan menyerah; 

10. Adanya sikap untuk menutup-nutupi masalah yang sebenamya; 
11. Adanya gejala unluk memboikot proses negosiasi; 
12. Adanya kemauan untuk hanya mengikuli putusan yang dikchendakinya 

sendiri.'^' 

Arbitrase mcmpakan institusi penyelesaian sengketa altematif yang 

paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi 

penyelesaian sengketa altemalive lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya 

kelcbihan yang dlmiliki institusi arbitrase ini, antara lain: 

1. Prosedur tidak berbelil-belit dan kepulusan dapat dieapai dalam waktu 
relatif singkat; 

2. Biaya lebih murah; 
3. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum; 
4. Hukum lerhadap prosedur dan pembuktian lebih reiaks; 

' Gunawan Widjaja, Op.Cil.. him. 94. 

"' Ibid., him. 96. 
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5. Para pihak dapat mcniilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh 
arbitrase; 

6. Para pihak dapat memilih sendiri para iubiter. 
7. I>apal dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. 
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan siluasi dan kondisi; 
9. Keputusan arbitrase umumnya final dan binding tanpa hams banding atau 

kasasi; 
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksckusi oleh 

pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali; 
11. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerli oleb masyarakat luas; 

12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan forum shopping.""' 

Sciain itu, institusi arbitra.se di samping bersifat nasional, bahkan ada 

yang bersifat intemasional. Jumlah dan jenis dari arbitra.se intemasional ini 

banyak, diantaranya badan arbitrasc yang dikenal dengan I C S I D , yang 

merupakan badan arbitrase yang tertua di dunia. 

Jika dibandingkan dengan altemative-altematif yang lain untuk 

menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitare merupakan lembaga 

penyelesaian sengkela yang paling mirip dengan badan pengadilan, terutama 

jika ditinjau dari prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya. keterikatan 

dengan hukum yang berlaku alau dengan aluran main yang ada. 

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal I angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adaiah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di luar pcradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian 

Arbitrase yang dibual secara tertulis oleh para pihak yang bersengkela. Ada 

tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut: 

1. arbitrase merupakan salah satu bentuk peijanjian; 

Adolf Huala, 2004, Hukum Arbitrase Knmersial, Rajawali Pers, Jakarta, him. 26 

http://arbitra.se
http://arbitra.se
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2. perjanjian arbitraes harus dibuat dalam bentuk tcrtulis; 

3. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk 

menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pcradilan 

umum. 

D. Mekanisme Pemeriksaan Mclalui Arbitrase 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa 

perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian 

arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang 

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum 

timbul sengketa; atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para 

pihak setelah timbul sengkela. Adanya peijanjian arbitrase tertulis berarti 

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesian sengketa atau 

berbeda pendapat yang dimuat dalam peijanjian (pokok) ke Pengadilan 

Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk 

mcngadili sengkela para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. 

ini berarti suatu peijanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para 

pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang 

dikchendakinya. 

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian 

perselisihan yang timbul dari peijanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian 

bersyarat. Pclaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan pada sesuatu 

kejadian tertentu di masa mcndatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan 
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masalah cara dan lembaga yang berwenang mcnyelcsaikan perselisihan yang 

terjadi antara pihak. 

Perjanjian arbitrase tidak mclekat menjadi suatu kesatuan dengan materi 

pokok peijanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausula arbitrase 

merupakan tambahan yang dilctakkan pada perjanjian pokok. Jadi ia bersifat 

asesoir, di mana keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian 

pokok dan sama sekali tidak merapengaruhi pclaksanaan pemenuhan 

peijanjian pokok. Walaupun tanpa perjanjian arbitrase, peijanjian pokok dapat 

berjalan lerus dan berdiri sendiri dengan sempuma. Sebaliknya, tanpa adanya 

peijanjian pokok, tidak akan pemah ada perjanjian arbitrase. 

Seperti telah disinggung di alas dari definisi yang diberikan dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kila mengenai adanya dua bentuk 

klausula arbitrasc, yaitu: 

1. Pactum de compromittendo 

Dalam pactum compromittendo, para pihak mengikat kesepakatan akan 

menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi 

perselisihan yang nyala. Bentuk klausula pactum compromittendo ini diatur 

dalam Pa-sal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbilrasc dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi: 

Para pihak dapal menyetujui suatu sengketa yang terjadi alau yang akan terjadi 

antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. 

Cara pembuatan klausula pactum compromittendo ada dua cara, yaitu: 

Ibid., him. 37. 
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a. dengan mcncantumkan klausula arbitrasc yang bcrsangkutan dalam 

perjanjian pokok. Cara ini adaiah cara yang paling lazim. 

b. Klausula pactum compromittendo dibuat terpisah dalam akta 

tersendiri."" 

2. Akta Kompromis 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 akta kompromis 

diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: 

(1) Dalam ha! para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase 
setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat 
dalam suatu perjanjian tertulis yang dltandatangani oleh para pihak. 

(2) Dalain hal para pihak tidak dapat mcnandalangani p>erjanjiaii tcrtulis 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). perjanjian tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk akta notaries. 

(3) Peijanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat ( \) harus memuaf. 
a. masalah yang dipcrsengketakan; 
b. nama icngkap dan tempat tinggal para pihak; 
c. nama Icngkap dan tempat tinggal arbiter alau majelis arbitrasc; 
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 
e. nama Icngkap sekrctaris; 
f. jangka waktu penyelesaian sengketa; 
g. pemyataan kesediaan arbiter; dan 
h. pemyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk 

menanggung segala biaya yang diperlukan unluk penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase. 

(4) Perjanjian tcrtulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) batal demi hukum. 

Perbedaan anlara pactum compromittendo dan akta kompromis hanya 

lerletak pada saat pembuatan perjanjian. Pactum compromittendo dibuat 

sebelum perselisihan terjadi. Dari segi peijanjian anlara kcduanya tidak ada 

perbedaan. 

Abdulkadir Muhammad, 2008. Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya 
Bakti. Bandung, him 248 
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Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Seperti yang telah 

disebutkan di atas perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu 

kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase 

dalam suatu kotrak bisa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat 

berupa perjanjian yang sederhana untuk meiaksanakan arbitrase, tetapi dapat 

juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, memuat syarat-syarat 

arbitrasc. 

Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsung 

suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang 

berlaku, dan Iain-Iain. 

Secara umum menurut Oary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah 

Jatim, klausula-klausula arbitrase mencakup: 

a. komilmen/kesepakatan para pihak untuk meiaksanakan arbitrase; 
b. ruang lingkup arbitrase; 
c. apakah arbitrasc akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc; apabila 

memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci mctode 
penunjukan arbiter atau majelis arbitrase; 

d. aluran procedural yang berlaku; 
c. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase; 
f. pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase; 

g. klausula-klausula slabilisasi dan hak kekebalan (imunilas), jika relevan.'"' 

Klausula arbitrase harus disusun secara cermat guna mencegah 

prosedur litigasi tentang maknanya dan untuk menghindari kejutan-kejutan 

yang tidak menycnangkan di kemudian hari. Klau-sula arbitrase harus memuat 

komitmcn yang jelas lerhadap arbitraes serta pemyataan tentang jenis sengketa 

yang diselesaikan melalui fomm atau pranata arbitrase ini. 

Rachmadi Usman, 2004, Hukum Arhilrase Nasional, PT. Gramcdia Widiasarana 
Indonesia, Jakarta, him.23 
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Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka pihak 

pemohon harus mengajukan surat tuntutan, diikuti olch jawaban dan jika ada 

luntutan balasan dari pihak tcrmohon. Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan 

untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pembuktian lainnya. 

Setelah Itu arbitra.sc bam memberikan pulu.sannya. 

Arbiter mempakan wasit dalam suatu penyelesaian sengkela. Pada 

prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang 

diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter 

bisa seorang ahli hukum. bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu. 

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, 

menentukan syarat-syarat seorang arbiter, yaitu : 

1. Cakap dalam mclakukan tindakan hukum; 
2. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; 
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 

dengan derajat kcdua dengan salah satu pihak yang bcrsangkutan; 
4. Tidak mempunyai kcpentingan lain atas putusan arbitrase; 
5. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling 

sedikit 15 tahun; 
6. Hakim, Jaksa. panitera dan pejabat pcradilan lainnya tidak boleh menjadi 

arbiter. 

Dalam menentukan berapa orangkah yang scbaiknya menjadi arbiter 

dalam satu kasus, apakah tiga orang ataukah cukup satu orang, beberapa faktor 

berikut dapat dipcrtimbangkan, yaitu : 

1. Jumlah yang dipcrsengketakan; 
2. Kompeleksitas klaim; 
3. Nasionalitas dari para pihak; 
4. Kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam 

sengketa; 
5. Kelersediaan arbiter yang layak; 

http://arbitra.sc
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6. l ingkiil urgensi duri kasus \aiig hci saiigkutaii. 

Dalaii) sualu proses hetacara arhilrase dikenal dengan apa vaiigdiselnil 

dengan iutk iiigkai. yang diinaksiid dengan hak iiigkar adaiah hak dari para 

piiiak vang heiseiigkela unluk ineiioiak salah saUi alau lehiii dan aihilei vang 

berdasarkan bukli-biikli vang kiial lerdapal alasan-alasan yang nieiagiikan 

obycktitllas dalam memberikan putusannya. 

Dalam proses pemeriksaan perkara oleh para arbiter ineniiriil I indaiig-

l iidang No. .30 l ahun 1900. sebagai Ivrikul : 

2. Penieriksaan lerluliip. artinya pemcriksaan perkara arbitrase dilakukan 
.secara leititlup: 

.3. Bahasa yang iligimakan dalam proses pemeriksaan adaiah bahasa 
Indonesia: 

4. Keu-rlibaliin pihak-piliak yang bersengketa mempunyai hak nnuik 
diperlakiikan seeara sama salu sama lain: 
Kclerlibatan piliak ketiga. dengan svarat terdapat unsur kcpeniingan alaii 
disepkali para piliak dan diseliijui oleh arbiter: 

0. I'eiiggiiiiaan acara arbitrasc. Dengan suatu perianiian vang icgas daii 
tcrtulis. iika lidak. maka berlaku kelenliian dari lembaga arbitrase; 

7. Pulusan I'rov isi. pulusan sel.i unluk iiiengaUii keleilibaii jalaiinya 
pemeriksaan sengketa: 

X, TcTjeniahan alat bukti: 
0. Pemcriksaan lisan/lerlulis. pula prinsipnya pemeriksaan arbitrase 

dilakukan seeara (eriiilis: 
10. Penentuan tcinpat arbitrase. licilaku icmpiit >ang ditentukan para pihak 

atau dilenlukan arbiter; 
I I . Pemeriksaan selempal. dilokasi dimana obyek yang akan diperiksa 

lerlelak: 
12. Surat tunlulan oleh pemohon; 
1.3. Jawaban dari tennohon: 
14. Penelapan hari sidang: 
I .s. l utmilan balasan: 
16. .Hka pemohon lidak datang menghadap. maka iniilutan dianggap gugiir: 
17. Jika tennohon lidak datang menghadap. dipanggil lagi uimik 

nienglKidap. 10 hari setelah ilu jnga lidak liadir. maka perkara di|UTik.sa 
tanpa hadirnya lermohon (Ve is ic ' k ) ; 

Giiiiiiwiiii Widjajii. r < 'il. Iiim 8 I 

file:///aiig
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1 X. Usaha perdaniaian olcli arhiler, pada sitlaiig periania; 
10. .Iika perdainaian tidak kTi-apar. pemcrrksaan pnknk perkara dilajiilkan: 
20. I'enealnilan sural periiinlioiiau arliilrase. jika diajukan seheliiin ada 

jawahaii Icrniohoii dapal dieahul lanpa perselujuaii piliak (erinohon jika 
sudah adil jawahaii lianis ;id;i perselujuan d;iri lermohon, 

21. Jtitliis uaklu peniele.saiaii peiiienksaaii oleh iirhilei paling laiHii ISO li.iri 
dapal diperpaiijiiug hila diajukan oleh salah salu pihiik.' ' 

Apabilii arbiter sudah meiigainbtl piiliisimnva. maka [x-liiksiinaiin 

cksekiist pulusan arhilrase nasioiiiil dilakukan meliiliii diui eara. vaitii ; 

I'elaksaiKKin pulusan arhilnise niision;il seeara siikarelii dimaksiiil sehagiii 

]iel;iksiinaan piilus;in vang lidiik ineiiieiliikan eanipiir liingan dari pihak keluii 

Pengadilan Negeri. Sedaiigkan pelaks;tn;i secjini paksa dimaksud jika pihak 

vang hcrkevv;i|ib;in nielak.s:miikiin kevviijibaniiva berdasarkan isi putii.s;m 

arbitriise tidak niiiii melaksiiiikaii kcwajibannya. m;ik;i dipertiik;iii eitiiipiir 

liiiigaii ketua I'engadiliin Negeri d;m iiparaliiya uiilii inemaksiikiiii pelaksiin;iiiii 

eksekusi vang bersangkulaii. .Ag;ii tkipiil dieksekiisin>;i putusan iirbiinise 

leisebul hams dilakukiin lindiikaii \aiig disebut Akla I'endallariin" 

Setelah arbiter atau majelis arbitrase selcsai mcmeriksa sengkela 

arbitriise. maka ia iikiin iiieiijiiliilikiiii pulusiiii arbitriise guiiii iiiengakiiii i 

sengkelii arbitrase Viing diperiksii. Ui sjimping meniberikiin pulusan arhilrase. 

iirbiler iilaii majelis arbitrase dapal pula memberikan peiidapiit viing mengikiil 

incngeiiui suatu persoalan berkeiuiiiii dengan perjanjian. Dengan demikiiin. 

lerdapiit diiii maeain proiiuk vang ilibnai arbiter iiliiu iniijetis iirbiliiise. Viiitii 

putnsan dan pendapiit arbitrase. 

file:///aiig
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I'litusan iirhiirasc iiKTupakan su;ilu piiuisan yang liihciikan olcli 

arbilrasc atl hoc mainnni lembaga arbilnise ;ilas snaUi perlieiiaaii pendapal. 

perselisihan piihaiii iiiaiipiiii perscngkeMiin mengenai sualu pokok persoalan 

\aiig lahir dari sualu perjanjian dasai iviiiig meiiuial klausula arbilrasel yang 

diajukan padii arhilrase ad hoe niiuipun lembaga arbitrase untuk dipiiliiskiiii 

olehnya. 

Tanpa adanya sualu sengkela. lembaga arbitrase dapal iiieiierima 

permolioniiii yang di;ijuk;iii oleii para pi!i;ik dakim suiilii perianjiaii. untuk 

memberikLin suatu pendapat yang mengikat mengenai sualu hubungan hukum 

lerlenlu tlari sualu peijaniiaii dalam li;il belum linilnil sengkela, ]*eng;iiurann_\ a 

ilapal dijumpai dalam I'asal .52 ' 'ndang-1 hidaiig Nomor .30 I alum I'><)'), Pasal 

leisebul nienenliikaii bahwa para pihak dalam sualu perjanjian berhak untuk 

memohon iKiuiapai \ ang mengikiii dari lembaga arbitrase aias iuiiuingan 

hukum tetletilu dari suatu perianjiaii. Sehagai eoiiloh nieiigetiai peiiaTsiran 

ketcntiian-ketenluan yang kurang jelas dalam suatu perjanjian. penanibahaii 

alau pei'ubahaii [xida keleriluaii-keieiiluaii betliuluiiigaii deiigaii liinliiiltiya 

keadaaii-keadaan baru. 

Dengan liiherikannya peiulapiil oleb lembaga arbilrasc. ni.ika kediia 

helab jTiliiik lerikal padanya sebagaimana liahiya sualu perjanjiaii (kontrak), 

Iii la di anlara |iam pihak berliiid.ik berlenlangan ileiigan penda|ial \ ang 

diberikan arbiter auiii majelis arbitrase. maka piliak yang beisaiigkiilan 

dianggap melanggar jierjaiijian alau wanpiestasi (iiigkarjanji). 

file:///aiig
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Pada intinya, putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pemyataan 

yang diucapkan oleh arbiter alau majelis arbitrasc yang berbentuk lertulis. 

Pemyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk putusan 

arbitrase bila di dalamnya terdapat unsur sengkela, sedangkan kalau 

pemyataan arbiter atau majelis arbitra.se tersebut dituangkan dalam bentuk 

pendapat arbitrase bila isinya tidak terdapat unsur sengketa. Dengan kata lain 

dalam putusan iirbitrase terdapat sengketa di antara para pihak terhadap suatu 

perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam pendapat arbitrase tidak terdapat 

sengketa tad). 

http://arbitra.se
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PEMBAHASAN 

Kaliiilukan perjanjian Arhilrase ilalani penyelesaian sengketa hisiiis 

menurut Undang-Undang Nomor JO Tahnn 1990 tcnlang Arhilrase 

Era globlalisasi yang inclanda sciiinili dunia iiicmpcngariihi semua 

kehidupan. Nainun yang paling tampak dan terasa aduluh hidang ckunomi. 

kliususnya perdagangan. Era im dilaiulai dengan lahimya berhagai macam 

perjanjian niiilliialeral dan hilaterai maupun pemhenlukan blok-hlok ekonomi 

yang meniitriis kepada kondisi yang hordcriess dalam dunia perdagangan. 

Majunya perdagangan dunia ini. di salu sisi memang mcmherikan 

daiiipak posiliC, iianum di sisi lain dapat nicuimbulkan perbedaan pahani, 

perselisihan [lendapat maupun perlcntangan atau sengkela sehagai akibat 

adany a salah satu pihak yang melukukan wanpreslasi lerhadap kontrak dagang 

tersebut. 

Perbedaan paham, perselisilian pendapat. pcrlentangan maupun sengketa 

tersebut tidak dapat dihiarkan berlarut-lanit dan hams diselesaikan seeara 

emimiaskan hagi semua pihak. Meskiptin liap-tlap ma.syaraka1 memiliki cara 

scndiri-sendiri untuk mcnyelcsaikan perselisihan tersebut, naniun ilcmikian 

perkembangan dunia usaha yang hcrkeinhang seeara universal dan global 

30 
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nierigenal lienliik-bentuk penyelesaian sengketa yang homogeii. iiienguiiliingkaii 

dan memberikan rasa aman dan kedailan bagi para pihak. 

Salah salu \arig eukup [H'piiler dan barnak diminaii dewasa ini adaiah eara 

pcnyclesaian sengketa menimalui aibilrase. Undaiig-uiidang Nomor 49 lahun 

2009 tcnlang pokok-pokuk kekiiasaaii ketiakinian, meiiegaskan halnva 

peineienggaraaii kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan pcradilan 

dengan berpeiloman kepada llndang-undang lersebut. 

Keberadaaan arbitrase dalam Dndang-Undang I'okuk Kekuasaan 

Kehakiman dimuat daiam penjelasan pasal 3 aval ()} Undang-Undang pokok 

kckuasaan kchuklmann. yang anlara lain menyebutkan bahwa penyelesaian 

perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tciap 

diperbolehkun. akan tetapi pulusan arbiter hanya mempunyai kekuatan 

eksekuloria! setelah mempemleh i/in alau perintah unluk dieksckusi dlari 

peiigaditun. 

Menurut (iary Goodpaster dalam biiku "Tinjauan terhadap penyelesaian 

sengketa Arhilrase di Ituloncsia. scliap masyarakal berhagai maeam 

eara unluk iiiemiieroleh kesepakatan dalam proses perkara alau iiiiliik 

nienvelesaikan sengketa dan kotillik "'cara yang dipakai pada suatu sengkela 

dan konllik icrtcniu jelas memiliki konsekuensi, baik hagi para pihak yang 

bersengkela maupun masyarakal dalam arli seluas-hiasnya. Karena 

adanya konsekuensi itii. maka sangat diperlukan untuk menyaliirkan sengketa-

sengketa tertentu kepada sualu mekanisme penyelesaikan sengkela yang paling 

tepat bagi mereka.Adapun beberapa hal yang harus diperhalikan untuk memilih 

771 puiuly, Munir. Arhiiriise Vasionul (Alierrtuiif penyelesaiiw Scngkvia Hi.sni.s). I ' I . 
Adilyu bakli. HuniJung, tilm.SV. 
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mekanisme yang paling tepat, yaitu bagaimana bentuk persoalan para pihak, 

apa yang diharapkan olch pihak untuk dieapai, baik dalam penyelesaian 

sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum, serta biaya-

biaya yang dapat alau sedla ditanggung oleh para pihak. Selain pcperangan 

dan pertempuran fisik scbagai bentuk-bentuk yang la/.im dari penyelesaian 

konflik, maka ada dua cara utama untuk membedakan berbagai bentuk 

penyelesaian sengketa : 

1. Apakah proses tersebut bersifat kompetitif atau kerja sama 

(kolaborasi) dan; 

2. Apakah pihak ketiga memutuskan sengketa atau para pihak 

melakukan negosiasi penyelesaian secara sendiri atau dengan 

bantuan pihak ketiga. '̂*' 

Pada saat ini ada sualu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang 

mencantumkan klausula penyelesaian sengkela melalui arbitrase yang 

merupakan suatu cara penyelesaian sengkela di luar pengadilan, sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbilrse. 

Dengan demikian kedudukan perjanjian arbitrasc adaiah sebagai dasr 

utama dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, 

karena hal tersebut mcmpakan pilihan para pihak daiam mengadakan 

perjanjian atau kontrak. 

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pa.sal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa, yang ,̂  

Rachmadi Usman. Op.Cit., him 86. 
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menyatakan : Peijanjian arbitrase adaiah suatu kesepakatan berupa klausula 

arbitrasc yang tcrcantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para 

pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu peijanjian arbitrase tersendiri yang 

dibuat para pihak setclah timbul sengketa. 

Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka pihak 

pemohon harus mengajukan surat tuntutan, diikuti oleh jawaban dan jika ada 

tuntutan bala.san dari pihak tcrmohon. Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan 

untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pembuktian lainnya. 

Setclah itu arbitrase baru memberikan pulusannya. 

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian .sengketa. Pada 

prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang 

diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang teijadi. Seorang arbiter 

bisa seorang ahli hukum. bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu. 

Pa-sal 12 Undang-Undang No. 30 lahun 1999 tcntang Arbitrase, 

menentukan syarat-syaral seorang arbiter, yaitu : 

1. Cakap dalam melakukan tindakan hukum; 
2. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; 
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bcrsangkutan; 
4. Tidak mempunyai kcpentingan lain atas putusan arbitrase; 
5. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif" dibidangnya 

paling sedikit 15 tahun; 
6. Hakim, Jaksa, panitera dan pejabat pcradilan lainnya lidak boleh 

menjadi arbiter. 
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Dalam mcncntukan berapa orangkah yang scbaiknya menjadi arbiter 

dalam satu kasus, apakah tiga orang ataukah cukup satu orang, beberapa faktor 

berikut dapat dipcrtimbangkan, yaitu : 

1. J umlah yang dipcrsengketakan; 

2. Kompeleksitas klalm; 

3. Nasionalitas dari para pihak; 

4. Kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam 

sengketa; 

5. Ketersediaan arbiter yang layak; 

6. Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkulan.^*' 

Dalam suatu proses beracara arbitrase dikenal dengan apa yang disebut 

dengan hak ingkar. yang dimaksud dengan hak ingkar adaiah hak dari para 

pihak yang bersengkcta untuk menolak salah satu atau lebih dari arbiter yang 

berdasarkan bukti-bukli yang kuat terdapat alasan-alasan yang meragukan 

obyektifitas dalam memberikan putusannya. 

Dalam proses pemeriksaan perkara olch para arfciMir'IIIWuiuUfhTtt^ttgii 

Undang No. 30 Tahun 1999, scbagai berikut: 

22. Pemeriksaan tertutup. artinya pemeriksaan perkara arbitrase dilakukan 
secara tertutup; 

23. Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adaiah bahasa 
Indonesia; 

24. Keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk 
diperlakukan secara sama satu sama lain; 

25. Keterlibatan pihak ketiga, dengan syarat terdapat unsur kepcntingan alau 
disepkali para pihak dan disetujui oleh arbiter; 

26. Penggunaan acara arbitrase. Dengan suatu perjanjian yang tegas dan 
tertulis, jika tidak. maka berlaku ketentuan dari lembaga arbitrasc; 

Gunawan Widjaja. Op.Cit.. him. 84. 
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27.1'lilusnn Provisi. puliisiiii sol;i iiiiliik nicngauii- kctcilibnu i;ilaiiiiy:i 
pL'meriksaan sciigkcia: 

2X. rcrjcnuilKiti bukli. 
29. Pemcriksaan lisan/lcrliilis. [laiia prinsipnya pemcriksaan arbilrasc 

dilakukan secara letliilis; 
30. IVnenliiaji lempai arhilrase. heilakii lempjil yang difenliikan para piliak 

alau dilenlukan arhilei'. 
31. Pemeriksaan selempal. dilokasi dimana obyek yang akan diperiksa 

lerlelak; 
32. Sural luiiliilan oleh pemolmn: 
33. .lauaban dan icnuolion; 
.34. Penelapan liari sidang: 
35, I unlutan balasan; 
3b, .Iika pcmolion tidak dalang menghadap. maka luntutan dianggap giigur: 
37. .Iika lermohon lidak datang menghadap. dipanggil lagi imliik 

menghadap. 10 hari setelah ilu juga lidak hadir. maka perkara diperiksa 
tanpa hadirnya termohon (Verstek); 

3K. Usaha perdamaian oleh arbiler pada sidang pertama; 
39. .Iika petdaniaiaii lidak tercapai, pemeriksaan pokok perktira dilajiilkaii: 
40. Peneabutan surat permohonan arhitra.se. jika diaiukan sebelum ada 

jawaban temioiion dapat dieabiil tanpa persetujuan pihak lemiulion jika 
sudah ada jawaban harus ada perselujuan dari lermolion; 

41. lialas wakiu penyelesaian penieriksaan oleh arliiter paling lama IHil hari 
dapat diperpaiijang bila diajukan oleli salah satu pihak. 

Apabila arbiter siidtib mengambil putusannya. maka pelaksanaan 

eksekusi pulusan arbitrasc nasional dilakukan mclalui dua cara. yaitu : 

Pclaksanaan putusan arbilrasc nasional secara sukarela dimaksud sebagai 

pclak.sanuati putusan yang lidak meineilukan eampur Iangan dari pihak ketua 

Pengadilan Negeri. Sedangkan pelaksana secara paksa dimaksud jika pihak 

yang berkcvvajibaii meiaksanakan kewajibaimya berdasarkan isi putusan 

arhilrase lidak man melaksiiakan kewajtbannya. maka diperlukan eampif 

Iangan ketua Pengadilan Negeri dan aparalnya iinlii niemak-sakan pelaksaiuuin 

//./,/. Iiim 97. 

http://arhitra.se
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eksekusi yang bcrsangkutan. Agar dapat dieksekusinya putusan arbitrasc 

tersebut hams dilakukan tindakan yang disebut Akta Pcndaflaran" 

Setelah arbiter atau majelis arbitrase sclesai mcmeriksa sengketa 

arbitrase, maka ia akan menjatuhkan pulusan arbitrase guna mengakhiri 

sengketa arbitrase yang diperiksa. Di samping memberikan putusan arbitrase, 

arbiter atau majelis arbitrasc dapat pula memberikan pendapat yang mengikat 

mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dengan demikian, 

terdapat dua macam produk yang dibuat arbiter atau majelis arbitrasc. yaitu 

putusan dan pendapat arbitrase. 

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh 

arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat. 

perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan 

yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang 

diajukan pada arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan 

olehnya. 

Tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrasc dapat menerima 

permohonan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk 

memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum 

tertentu dari suatu perjanjian dalam hal belum timbul sengketa. Pengaturannya 

dapat dijumpai dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 

tersebut menentukan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk 

memohon pendapat yang mcngikat dari lembaga arbitrase atas hubungan 

hukum tertentu dari suatu perjanjian. Sebagai conloh mengenai penafsiran 
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ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam suatu perjanjian, penambahan 

atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya 

keadaan-keadaan baru. 

Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase, maka kcdua 

belah pihak terikat padanya sebagaimana halnya suatu perjanjian (kontrak). 

Bila di antara para pihak bertindak bertentangan dengan pendapal yang 

diberikan arbiter atau majelis arbitrase, maka pihak yang bcrsangkutan 

dianggap melanggar perjanjian atau wanprestasi (ingkar janji). 

Pada intinya, putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pemyataan 

yang diucapkan oleh arbiter alau majelis arbitrasc yang berbentuk tertulis. 

Pemyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk pulusan 

arbitrase bila di dalamnya terdapat unsur sengketa, sedangkan kalau 

pemyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk 

pendapat arbitrase bila isinya tidak terdapat unsur sengketa. Dengan kata lain 

dalam putusan arbitrase terdapat sengketa di antara para pihak terhadap suatu 

perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam pendapat arbitrasc tidak terdapat 

sengketa tadi. 

Kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis 

menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, sebagai dasar 

utama dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, 

karena hal tersebut mempakan pilihan para pihak dalam mengadakan 

peijanjian atau kontrak. 
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Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian 

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang 

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

Karena berbagai kelemehan yang melekat pada badan pengadilan 

dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun 

tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara tain atau institusi lain 

dalam menyelasiakan sengketa di luar badan-badan pengadilan seperti 

arbitrase, mcskipun arbitrase bukan sata-satunya jalan untuk menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan misalnya amelalui mediasai/negosiasi, badan 

pemutus administrasi, ombudsman, internal tribunal. 

Penyelesaian sengketa altematif mempunyai kadar keterikatan kepada 

aturan main yang bervariasi dari yang paling baku dalam menjalankan aluran 

main sampai kepada yang paling reiaks. I'aktor-faktor pcnting yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kerja pcnyelesai sengketa altematif juga mempunyai 

kadar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 

11. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak 

sendiri yang tampil; 

12. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternative tertentu wajib 

dilakukan oleh para pihak atau hanya bcrsifat sukarela; 

13. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri alau olch pihak ketiga; 

14. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adaiah aturan hukum atau ada 

kriteria lain; 

15. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau lidak. 
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Tidak semua model penyelesaian sengketa altematif baik untuk para 

pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengkela altematif yang baik 

setidak-tidaknya hamslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 

19. Hamslah efisien dari segi waktu; 

20. Hamslah hemat biaya; 

21. Hamslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya jangan terlalu 

jauh; 

22. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa; 

23. Hamslah dapat mcnghasilkan putusan yang adil dan jujur; 

24. Badan atau orang yang memyelesaikan sengketa hamslah terpercaya di 

mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa; 

25. Putusannya hamslah final dan mengikat; 

26. Pulusannya hamslah dapal bahkan mudah dieksekusi; 

27. Putusannya hamslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunili 

dimana penyelesaian sengketa altematif tersebut terdapat. 

Selain itu banyak factor yang bersifat psikologis yang seringkali 

merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan lewat penyelesaian 

perkara altematif. antara lain; 

13. Para pihak hanya memikirkan kepcnlingannya sendiri; 

14. Tujuan utama dari para pihak adaiah untuk memenangkan perkara, 

sehingga tidak begitu tertarik terhadap proses yang berorientasi kepada 

perjanjian; 
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15. Pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk 

memaksa pihak lawan menyerah; 

16. Adanya sikap untuk menutup-nutupi masalah yang sebenamya; 

17. Adanya gejala untuk memboikot proses negosiasi; 

18. Adanya kemauan untuk hanya mengikuli pulusan yang dikchendakinya 

sendiri. 

Menurut Dndang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka pihak 

pemohon harus mengajukan surat tuntutan, dikuti oleh jawban dan jika ada 

luntutan balasan dari pihak tcrmohon. Selanjulnya diikuti dengan pemanggilan 

untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pembuktian lainnya. 

Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya. 

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Pada 

prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang 

diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter 

bisa seorang ahli hukum. bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu. 

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, 

menentukan syarat-syarat seorang arbiter, yaitu : 

7. Cakap dalam melakukan tindakan hukum; 

8. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; 

9. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah alau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bcrsangkutan; 

10. Tidak mempunyai kcpentingan lain atas putusan artUlrase; 
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2. Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adaiah bahasa 

Indonesia; 

3. Kctcrl;ibatan pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk 

diperlakukan secara sama satu sama lain; 

4. Kctcrlibatan pihak ketiga, dengan syarat terdapat unsur kcpentingan 

atau disepkati para pihak dan disetujui oleh arbiter; 

5. Penggunaan acara arbitrasc. Dengan suatu perjanjian yang tegas dan 

tertulis, jika tidak. maka berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase; 

6. Putusan Provisi, putusan sela untuk mcngalur ketertiban jalannya 

pemeriksaan sengketa; 

7. Terjemahan alat bukti; 

8. Pemeriksaan lisan/tertulis, pada prinsipnya pemeriksaan arbitrase 

dilakukan secara tertulis; 

9. Penentuan tempat arbitrase, berlaku tempat yang ditentukan para 

pihak atau ditentukan arbiter; 

10. Pemeriksaan setempat, dilokasi dimana obyek yang akan dipieriksa 

lerletak; 

11. Sural tuntutan olch pemohon; 

12. Jawaban dari tennohon; 

13. Penetapan hari sidang; 

14. Tuntutan balasan; 

15. Jika pemohon tidak datang menghadap, maka tuntutiin dianggap 

gugur; 
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16. Jika tcrmohon tidak datang menghadap, dipanggil lagi untuk 

menghadap, 10 hari setelah itu juga tidak hadir, maka perkara 

diperiksa lanpa hadirnya termohon (Verstek); 

17. Usaha perdamaian oleh arbiter, pada sidang pertama; 

18. Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan pokok perkara 

dilajutkan; 

19. Peneabutan surat permohonan arbitrase, jika diajukan sebelum ada 

jawaban termohon dapat dicabut tanpa persetujuan pihak termohon 

jika sudah ada jawaban harus ada persetujuan dari termohon; 

20. Batas waktu penyelesaian pemeriksaan oleh arbiter paling lama 180 

hari dapat dipcrpanjang bila diajukan olch salah satu pihak. 

Untuk itu kekuatan mcngikat pci;janjian arbitrase bagi para pihak yang 

telah bersepakat untuk mcncntukan pilihan pada penyelesaian arbitrase, maka 

apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung kc 

pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase. 

Hal ini sejaliin dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa, 

menentukan bahwa " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili 

sengkela para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tcntang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa menentukan sebagai berikut: 

a. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara 

mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah 
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memberikan wewenang, maka arbitrase berwenang menentukan 

daiam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal 

ini lidak diatur dalam perjanjian mereka. 

b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dal;am suatu 

dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. 

c. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase 

terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, 

telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi 

lainnya, wajib disertai dengan suatu calatan penerimaan oleh para 

pihak. 

Dengan demikian, Kekuatan mcngikat perjanjian arbitrase bagi para 

pihak yang telah bersepakat untuk menentukan pilihan pada penyelesaian 

arbitrase, mempunyai kekuatan mengikat yang cukup kuat bagi kedua belah 

pihak, apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapal langsung ke 

pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase. Hal ini telah 

ditentukan di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase. dan Altematif Penyelesaian Sengketa. 

Sedangkan, akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari 

perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tcntang Arbitrase bagi kedua belah pihak, apabila 

terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan 

sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase. 





BAB IV 

PENUTUP 

Rerpaiigkul lolak pada uraian dan pemhahasan dalam haha-bab terdahulii. 

maka sampuilah penulis pada kcsempaiaii dan saran sebagai berikul: 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan perjanjian arbitrase adulah scbagai syarat duri para pihak unluk 

nienyelesaikaii sengkela iiieieka inclaliri arbitrase, karena ha! tersebut 

merupakan pilihan para pihak dalam mengadakan perjanjian atau kontrak 

dan dituangkan dalam salali saiii pasal perjanjian yang mereka sepakati, 

I lal ini scjalan dengan ketenluan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 

tO'Wientang arbitrase dan Alternatif" Penyelesaian Sengkela. 

2, Akibal hukum. apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian arbitrase 

dalainincnyelesikan sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang arliilrase bagi kcdua bela pihak. apabila terjadi 

sengketa.aniak kasusu lersebut belum dapal langsung kc pengadilan 

sebelum diselesaikan memalalui proses arbitrase. 

B. Saran 

1. Agar pihak terkait yang mcngadakan peijanjian arhritase iiiematuhi 

ketentuan yang tela!) disepakati menyangkul h,il-liat yang wajib 

di.selesuikan melalui arbitrase 

2. Penyelesian masalah perjanjian ahli tidak terjadi pelanggaran. 

45 
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Adaiah bukan merupakan karya talis orang Iain, baik sebagian maupun 

keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbemya. 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya dan apabila 

pemyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis. 
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